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Regulasi hukum bisnis di Indonesia saat ini masih berbasis model 

konvensional sehingga belum sepenuhnya relevan dengan dinamika 

digital. UMKM, yang memiliki peran strategis dalam perekonomian 

nasional, sering menghadapi hambatan berupa ketidakpastian hukum, 

keterbatasan akses informasi regulasi, dan minimnya dukungan hukum 

dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

ketidaksesuaian regulasi hukum bisnis dengan kebutuhan UMKM di era 

digital serta merumuskan model regulasi baru yang adaptif, inklusif, dan 

berbasis kebutuhan sektoral. Metode yang digunakan adalah pendekatan 

normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, survei 

terhadap 100 pelaku UMKM di Sulawesi Utara, serta wawancara 

mendalam dengan 10–15 narasumber. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan 

hukum yang memadai terhadap isu perlindungan konsumen, privasi data, 

dan transaksi lintas batas. Model regulasi yang diusulkan bersifat 

modular, disesuaikan dengan skala dan sektor usaha, serta 

dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, 

dan pemangku kepentingan lain. Implementasinya memerlukan 

penguatan literasi hukum digital, integrasi layanan hukum dengan 

platform daring, dan penyediaan bantuan hukum yang mudah diakses. 

Rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

pembuat kebijakan untuk menciptakan ekosistem hukum bisnis yang 

kondusif, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan. 

 

Abstract  

Current business law regulations in Indonesia remain based on 

conventional models and are therefore not fully aligned with the 

dynamics of the digital era. Micro, Small, and Medium Enterprises 

(MSMEs), which play a strategic role in the national economy, often 

face obstacles such as legal uncertainty, limited access to regulatory 

information, and inadequate legal support from local governments. This 

study aims to analyze the mismatch between existing business law 

regulations and the needs of MSMEs in the digital era, as well as to 

formulate a new regulatory model that is adaptive, inclusive, and 

sector-based. A normative-empirical approach was employed, with data 

collected through literature review, a survey of 100 MSME actors in 

North Sulawesi, and in-depth interviews with 10–15 key informants. The 

findings reveal that current regulations fail to provide adequate legal 

protection in areas such as consumer protection, data privacy, and 

cross-border transactions. The proposed regulatory model is modular, 

tailored to the scale and sector of the business, and developed through 

collaboration between the government, MSMEs, and other 

stakeholders. Its implementation requires strengthening digital legal 

literacy, integrating legal services with online platforms, and providing 

accessible legal assistance. The recommendations of this study are 

expected to serve as a reference for policymakers in creating a 

conducive business law ecosystem, enhancing MSME competitiveness, 

and fostering sustainable growth in the digital economy. 

Kata kunci:  

Hukum Bisnis; UMKM; 

regulasi digital; perlindungan 

hukum; literasi hukum digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Business Law; MSMEs; digital 

regulation; legal protection; 

digital legal literacy 

 

 

 



Rinny Ante*, Janesandre Palilingan, Royke M Suot 

4000                                         Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6 No. 8 Agustus 2025 

 

PENDAHULUAN 

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap bisnis global, termasuk di 

Indonesia (Aripin, Fitrianti, and Fatmasari 2023) (Novianto 2023). Teknologi seperti e-

commerce, fintech, artificial intelligence (AI), dan blockchain telah mengubah cara usaha 

dijalankan, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang baru bagi Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) (Sahabuddin et al. 2023). Namun, di sisi lain, transformasi ini juga 

menimbulkan tantangan baru yang memerlukan respons regulasi yang cepat dan adaptif(Espina-

Romero and Guerrero-Alcedo 2022) . 

Masalah utama yang muncul adalah bahwa regulasi hukum bisnis yang ada saat ini masih 

berbasis pada model konvensional, sehingga tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika digital 

(Ravšelj et al. 2022).  Misalnya, proses administrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum 

terkait transaksi elektronik, serta minimnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di 

platform digital menjadi penghambat pertumbuhan mereka. 

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data 

Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61% dari total Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia 

(Tambunan 2024). Dalam konteks ini, UMKM bukan hanya sebagai pendorong pertumbuhan 

ekonomi tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi 

ekonomi. 

Namun, potensi besar UMKM ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya 

adalah lemahnya dukungan hukum bisnis yang dapat melindungi dan memberdayakan mereka 

di era digital (Anatan and Nur 2023)  (Matondang et al. 2024). Pentingnya harmonisasi regulasi, 

penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk 

memastikan efektivitas dan keadilan kebijakan insentif pajak (Hukum et al. 2025). 

Ketidaksesuaian regulasi dengan kebutuhan UMKM di platform digital menyebabkan mereka 

sulit bersaing dengan pemain besar yang memiliki sumber daya lebih baik(Widiatmika 2015). 

Di era digital, UMKM semakin bergantung pada platform daring seperti marketplace, 

media sosial, dan aplikasi pembayaran digital untuk menjalankan usahanya. Namun, 

ketidakpastian hukum kerap menjadi penghambat bagi perkembangan mereka. Misalnya, dalam 

aspek perlindungan konsumen, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami atau 

mematuhi regulasi terkait perlindungan konsumen di platform digital (Arrizal & Sofyantoro, 

2020). Pada aspek privasi data, pengelolaan informasi pelanggan sering kali dilakukan tanpa 

standar keamanan yang memadai, sehingga rentan terhadap pencurian data atau penyalahgunaan 

informasi (Yudistira & Ramadhan, 2023). Selain itu, minimnya regulasi yang mengatur 

transaksi lintas batas juga menyulitkan UMKM untuk menembus pasar internasional (Mufrihah 

& Najmudin, 2024). Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan UMKM tetapi juga 

menghambat pertumbuhan ekosistem digital secara keseluruhan (Fizzanty 2024) (Kennedy 

2024). 

Akses modal menjadi salah satu tantangan utama bagi UMKM di era digital. Meskipun 

teknologi telah membuka peluang untuk mendapatkan pinjaman mikro melalui fintech, banyak 

UMKM masih kesulitan memanfaatkan fasilitas ini karena persyaratan administratif yang rumit 

dan kurangnya literasi keuangan. Selain itu, insentif pajak dan stimulus ekonomi yang diberikan 
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pemerintah sering kali tidak tepat sasaran atau sulit diakses oleh UMKM (Goyal and Kumar 

2021) . 

Kesenjangan ini semakin diperparah oleh minimnya regulasi yang mendukung inovasi 

dan fleksibilitas bagi UMKM. Sebagai contoh, program subsidi atau bantuan modal sering kali 

tidak disertai dengan mekanisme monitoring yang efektif, sehingga dampaknya kurang optimal. 

Di era digital, persaingan antara UMKM dan perusahaan besar menjadi semakin tajam, 

Perusahaan besar memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi, modal, dan jaringan 

distribusi, sehingga sering kali mendominasi pasar digital. Sementara itu, UMKM yang 

memiliki sumber daya terbatas sulit bersaing, terutama dalam hal pemasaran digital dan 

branding (Purwanti, Lailyningsih, and Suyanto 2022)  (Malik et al. 2022). 

Regulasi yang ada saat ini cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar, karena 

UMKM sering kali tidak memiliki kapasitas untuk mematuhi persyaratan yang kompleks. Oleh 

karena itu, diperlukan regulasi yang adil dan mendukung sinergi antara UMKM dan perusahaan 

besar. 

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kebaruan model regulasi yang 

lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata UMKM (Wisuttisak, 2021). 

Beberapa pendekatan yang dapat diadopsi antara lain penerapan regulasi berbasis risiko dengan 

mengklasifikasikan UMKM berdasarkan tingkat risiko operasionalnya, sehingga memberikan 

fleksibilitas bagi UMKM kecil dan mikro. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif (co-regulation) 

dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku UMKM, platform digital, dan asosiasi industri dalam 

proses penyusunan regulasi. Digitalisasi proses administrasi juga menjadi langkah penting 

untuk mempermudah perizinan dan legalitas usaha melalui sistem daring. Selain itu, pemberian 

insentif dan stimulus ekonomi seperti insentif pajak, subsidi, serta bantuan modal kepada 

UMKM yang aktif di platform digital perlu diterapkan untuk mendorong pertumbuhan usaha. 

Model regulasi yang baru ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, 

memperkuat perlindungan hukum, dan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif di era 

digital. 

Kebaruan penelitian (novelty) ini terletak pada perumusan model regulasi bisnis yang 

bersifat modular, adaptif terhadap teknologi, dan berbasis kebutuhan sektoral UMKM, yang 

dirancang melalui pendekatan partisipatif dengan menggabungkan kajian doktrinal hukum dan 

masukan langsung dari pelaku UMKM. Model ini diharapkan menjadi inovasi hukum yang 

responsif terhadap dinamika digital, berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya 

menyoroti aspek normatif atau studi kasus parsial tanpa mengintegrasikan perspektif praktis 

pelaku usaha. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi hukum bisnis 

saat ini dengan kebutuhan UMKM di era digital, mengidentifikasi tantangan utama yang 

dihadapi UMKM dalam mengakses perlindungan hukum, modal, dan pasar digital, serta 

merancang model regulasi baru yang lebih adaptif dan inklusif. Manfaat penelitian meliputi 

kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hukum bisnis berbasis pendekatan normatif-

empiris, kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih 

kontekstual, serta manfaat langsung bagi pelaku UMKM berupa peningkatan literasi hukum 

digital dan akses yang lebih mudah terhadap perlindungan hukum. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus menciptakan 

ekosistem bisnis yang kondusif di era ekonomi digital. 
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METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris untuk mengkaji peraturan 

yang berlaku dan menilai kesesuainya dengan kebutuhan UMKM di era digital dan memahami 

praktik, persepsi dankendala nyata yang dialami UMKM terhadap regulasi tersebut. Analisis 

dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus 

pada UMKM yang telah terdigitalisasi. 

Strategi pencapaian penelitian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, 

observasi, dan studi dokumen, serta analisis data tematik untuk menghasilkan model regulasi 

baru yang mendukung UMKM di era digital. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam 

tentang arah penguatan inovasi hukum bisnis dalam kebijakan UMKM di era terkini sehingga 

akan dapat merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif dan berkelanjutan di 

sulawesi Utara. 

Persiapan penelitian diawali dengan literatur review terhadap penelitian, laporan, dan 

dokumen kebijakan yang relevan mengenai penguatan hukum bisnis bagi UMKM di era digital, 

khususnya di Sulawesi Utara. Kajian ini bertujuan memahami konteks, mengidentifikasi celah 

penelitian, dan merumuskan pertanyaan penelitian secara lebih tajam. Berdasarkan hasil kajian 

tersebut, dilakukan pengembangan instrumen penelitian berupa kuesioner survei untuk 

mengukur persepsi pelaku UMKM terkait kualitas layanan dan interaksi bisnis, serta panduan 

wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka secara 

komprehensif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yakni data sekunder dari laporan, 

dokumen, dan studi relevan terkait regulasi hukum bisnis UMKM di Sulawesi Utara; survei 

terhadap 100 pelaku UMKM yang dipilih secara acak untuk menggali pandangan mengenai 

regulasi, pengembangan usaha, dan inovasi hukum bisnis; serta wawancara mendalam dengan 

10–15 narasumber untuk memperoleh informasi kualitatif terkait tantangan regulasi dan 

kebutuhan inovasi hukum, termasuk pemanfaatan platform digital. Analisis Deskriptif 

digunakan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik data, variable penelitian dan 

profil responden. 

Analisis Kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tema tema utama dalam data kualitatif 

dan memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang masalah penguatan hukum bisnis untuk 

mendukung UMKM di era digital. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Ketidaksesuaian Regulasi Hukum Bisnis dengan Kebutuhan UMKM Digital di Sulawesi 

Utara 

Hasil studi dokumen menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang UMKM dan transformasi digital di Indonesia masih bersifat sektoral, tidak terintegrasi, 

serta belum memberikan perlindungan hukum yang adaptif terhadap perubahan teknologi. 

Beberapa regulasi utama seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU ITE belum 

sepenuhnya mengatur praktik bisnis digital, khususnya dalam hal perlindungan data, hak 

kekayaan intelektual digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa transaksi online (Wiranto 

Rieswandho Dwi 2023). 
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Studi kasus pada UMKM digital di Manado, Tomohon, Minahasa Utara dan Bitung 

mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak memahami hak dan kewajiban hukum 

dalam aktivitas e-commerce, tidak mengetahui prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual, 

dan tidak memiliki akses terhadap layanan hukum terjangkau. Sebagian besar juga mengalami 

kendala dalam memahami ketentuan perpajakan digital serta standar perlindungan konsumen 

secara daring. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum bisnis di Indonesia belum 

mampu mengikuti laju perkembangan transformasi digital, khususnya dalam konteks 

perlindungan UMKM. Undang-undang yang berlaku bersifat umum dan belum menyediakan 

kerangka hukum yang khusus serta terintegrasi untuk mengakomodasi kebutuhan UMKM 

digital, seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik lintas platform, dan mekanisme 

penyelesaian sengketa secara digital. Kondisi ini menghambat UMKM dalam memanfaatkan 

peluang digital secara optimal karena minimnya kepastian hukum dan perlindungan dari potensi 

risiko. 

Di Sulawesi Utara, UMKM yang telah terdigitalisasi tetap mengalami tantangan serupa. 

Meskipun telah memanfaatkan platform daring untuk menjual produk, banyak pelaku usaha 

yang belum memahami dasar-dasar hukum digital dan tidak memiliki akses terhadap literasi 

hukum yang memadai. Hal ini mencerminkan lemahnya sinergi antara pembuat regulasi, pelaku 

usaha, dan penyedia infrastruktur digital. 

 

Praktik dan Persepsi UMKM terhadap Regulasi yang Ada 

Wawancara mendalam terhadap 20 pelaku UMKM digital menunjukkan bahwa regulasi 

saat ini dianggap terlalu rumit dan tidak komunikatif bagi skala usaha kecil. Misalnya, pelaku 

UMKM di sektor fesyen dan kerajinan menyampaikan bahwa prosedur legalitas usaha berbasis 

online terlalu birokratis, serta tidak ada bimbingan hukum dari pemerintah daerah atau asosiasi 

UMKM (Abdi 2024). 

Selain itu, terdapat ketimpangan informasi antara kota dan desa. UMKM di daerah pesisir 

dan perbatasan (seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud) mengaku tidak pernah 

menerima sosialisasi terkait hak hukum atas produk digital mereka. Ini berdampak pada 

rendahnya kesadaran hukum serta meningkatnya risiko pelanggaran hukum, seperti plagiarisme 

dan pemalsuan produk. 

Wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM 

memandang regulasi hukum sebagai sesuatu yang rumit dan tidak relevan dengan kebutuhan 

operasional sehari-hari mereka. Banyak di antaranya yang mengabaikan proses legalitas, 

perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kewajiban perpajakan digital, karena dianggap 

memberatkan dan tidak mendukung perkembangan usaha. Di sisi lain, pemerintah daerah 

belum optimal dalam melakukan edukasi hukum, sehingga terjadi kesenjangan persepsi antara 

tujuan regulasi dan pelaksanaannya di lapangan. 

Situasi ini mengindikasikan pentingnya pendekatan hukum yang lebih pragmatis, mudah 

diakses, dan adaptif terhadap kapasitas UMKM. Pendekatan berbasis literasi hukum digital 

menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi UMKM dalam ekosistem 

hukum formal. 

Kendala Nyata yang Dihadapi UMKM Digital 
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Hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan beberapa kendala utama: 

• Regulasi yang tidak terjangkau secara teknis: Banyak UMKM mengandalkan platform 

digital seperti marketplace, tetapi tidak memahami ketentuan platform yang berkaitan 

dengan sanksi atau hak konsumen. 

• Kurangnya perlindungan hukum dalam transaksi daring: Tidak adanya mekanisme hukum 

sederhana dan cepat dalam menyelesaikan konflik dengan konsumen atau antar pelaku 

usaha. 

• Tidak tersedianya pendampingan hukum digital: UMKM tidak memiliki akses terhadap 

konsultan hukum yang memahami dunia digital dan e-commerce. 

• Melalui studi tematik, dapat disimpulkan bahwa model regulasi baru yang dibutuhkan oleh 

UMKM digital harus bersifat partisipatif, modular, dan berbasis kebutuhan sektoral. Model 

ini harus mampu merespons karakteristik UMKM yang sangat beragam dari sisi jenis 

usaha, kapasitas teknologi, dan lokasi geografis. Penguatan regulasi harus dimulai dari 

pembentukan norma hukum yang inklusif dan responsif, yang kemudian dijabarkan dalam 

kebijakan sektoral di tingkat pusat dan daerah. 

• Pengembangan model regulasi ini juga harus disertai dengan strategi implementasi yang 

terukur, antara lain melalui penguatan literasi hukum digital, penyediaan layanan hukum 

berbasis teknologi (legal tech), serta kolaborasi antara pemerintah, universitas, asosiasi 

UMKM, dan pelaku industri digital. (Yuyut Prayuti 2024) 

Analisis Tematik: Kebutuhan Regulasi Baru 

Dari hasil analisis tematik, muncul empat isu dominan yang menuntut perhatian dalam 

perancangan model regulasi baru: 

• Regulasi berbasis teknologi: Dibutuhkan peraturan yang mengatur perlindungan data 

konsumen, keamanan siber, dan transaksi digital yang mudah dipahami oleh UMKM. 

• Integrasi sistem hukum dan platform digital: Pemerintah daerah dan pusat perlu 

mengembangkan sistem registrasi usaha dan perlindungan hukum yang terintegrasi 

dengan marketplace digital nasional. 

• Inklusi hukum dan literasi digital: Pelaku UMKM harus dibekali dengan pemahaman 

dasar terkait hukum digital melalui pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh 

dinas koperasi dan UMKM. 

• Akses terhadap bantuan hukum adaptif: Model regulasi baru harus membuka ruang 

pendampingan hukum pro bono atau berbasis digital (legal tech) yang murah dan efisien. 

• Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap wacana reformasi 

hukum bisnis di Indonesia. Secara konseptual, kajian ini memperluas cakupan pendekatan 

normatif-empiris dalam studi hukum bisnis dengan mengintegrasikan persepsi pelaku 

usaha dalam desain kebijakan hukum (Windani and Widiana 2024). Secara praktis, hasil 

penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah di 

Sulawesi Utara dalam merancang kebijakan hukum yang lebih kontekstual terhadap 

tantangan digitalisasi UMKM. 

Perumusan Model Regulasi Inovatif bagi UMKM Digital 

Berdasarkan hasil temuan, model regulasi yang diusulkan mencakup elemen-elemen berikut: 
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• Pendekatan regulasi berbasis kebutuhan (need-based regulation) dengan fokus pada sektor-

sektor UMKM strategis di era digital (misalnya makanan-minuman, fesyen, kerajinan). 

• Skema regulasi modular dan bertingkat, disesuaikan dengan skala usaha dan jenis platform 

digital yang digunakan. 

• Pembentukan pusat layanan hukum digital di setiap kabupaten/kota, bekerja sama dengan 

perguruan tinggi dan asosiasi hukum. 

• Integrasi regulasi dengan infrastruktur digital lokal, seperti sistem OSS (Online Single 

Submission), platform e-UMKM, dan marketplace lokal yang berbasis koperasi digital. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara regulasi hukum bisnis 

yang ada saat ini dengan kebutuhan nyata UMKM di era digital, khususnya di Sulawesi Utara. 

Peraturan yang berlaku belum mampu memberikan perlindungan hukum yang adaptif, inklusif, 

dan aplikatif dalam menghadapi tantangan transformasi digital. UMKM terdigitalisasi 

menghadapi hambatan dalam bentuk ketidakpastian hukum, keterbatasan akses terhadap 

informasi regulasi, dan minimnya dukungan hukum dari pemerintah daerah. Untuk menjawab 

persoalan tersebut, diperlukan model regulasi baru yang bersifat modular, adaptif terhadap 

teknologi, dan berbasis kebutuhan sektoral. Model ini harus dikembangkan melalui pendekatan 

partisipatif, yang menggabungkan kajian doktrinal hukum dengan masukan langsung dari 

pelaku UMKM sebagai subjek utama. Implementasi regulasi baru ini juga harus dibarengi 

dengan penguatan literasi hukum digital dan penyediaan akses terhadap bantuan hukum yang 

mudah, murah, dan berbasis digital. Secara keseluruhan, penguatan hukum bisnis melalui 

perumusan regulasi yang relevan dan kontekstual sangat penting untuk meningkatkan daya 

saing UMKM secara berkelanjutan di era ekonomi digital. 

Sebagai saran, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi dalam penyusunan 

regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi nyata UMKM. 

Diperlukan program literasi hukum digital yang masif, pendampingan reguler bagi pelaku 

UMKM, serta integrasi sistem layanan hukum dengan platform digital yang umum digunakan 

oleh pelaku usaha. Selain itu, keterlibatan asosiasi UMKM, akademisi, dan sektor swasta perlu 

ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem hukum bisnis yang kondusif, adil, dan berkelanjutan 

di era ekonomi digital. 
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